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WALI KOTA BANDA ACEH
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan
Pasal 18 ayat (4) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, perlu
memberikan tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;

bahwa tunjangan transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kota Banda Aceh yang ditetapkan dalam Peraturan
Walikota Banda Aceh Nomor 99 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, telah tidak sesuai
dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diubabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pemberian Tunjangan Transportasi Bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang ...



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
06757);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda
Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6925);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif
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Menetapkan :
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Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banda Aceh Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
(Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 9;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat
DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

5. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan
kepada Anggota DPRK berupa pemberian uang sebagai
pengganti penyediaan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota

DPRK.

BAB II
TUNJANGAN TRANSPORTASI
Pasal 2

(1) Tunjangan Transportasi diberikan kepada Anggota DPRK.

(2) Tunjangan Transportasi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan
setiap bulan.

(3) Bagi Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tidak

diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 3
Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Walikota tentang

Standar Harga Satuan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Banda Aceh Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pemberian
Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021
Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Juli 2026 M
21 Muharram 1448 H

WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 6 Juli 2026 M
21 Muharram 1448 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026 NOMOR 21

Salinan sesuai d 1 aslinya
L TABRERALA BAGHANAHUKUM
SEKRETARIAT/HALRAH KOTA,



